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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, 

ENTERTAINMENT TAX, AND RURAL AND URBAN LAND AND 

BUILDING TAX ON REGIONAL GENUINE INCOME 

(Studies in Special Capital Region Government 

Jakarta Year 2017-2021) 

By:  

MUHAMMAD FATHUR RENALDY 

 

Taxes are the biggest source of income for DKI Jakarta. Based on the target set in 

the 2018 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), income through 

taxes is targeted at IDR 38.12 trillion. The beginning of 2020 was shocked by the 

discovery of a new pneumonia outbreak called coronavirus 2019 (Covid-19) 

caused by coronavirus-2 (SARSCoV2) which started in Wuhan, Hubei Province in 

early 2020 which then spread quickly to more than 190 countries. This situation 

has a direct impact on the prospects for world economic growth. The condition of 

the Covid-19 pandemic that hit Indonesia, especially DKI Jakarta, had a major 

impact on critical, essential and non-essential sectors. The slowing down of the 

wheels of the economy is one of the impacts of the Covid-19 pandemic, this will 

affect DKI Jakarta's regional tax revenues. This research was conducted to test 

whether Hotel Tax Revenue, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Rural and 

Urban Land and Building Tax have an effect on Regional Original Income. This 

study uses observational study techniques on secondary data. Data analysis 

techniques using descriptive statistics, classical assumption test, F statistic test, t 

statistic test, and coefficient of determination. The results of the study with the t 

statistical test (α = 5%) obtained a sig value of the Restaurant Tax variable of 

0.003. Hotel Tax variable sig value of 0.001. The entertainment tax variable's sig 
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value is 0.092. If the sig value is greater than α then there is no effect. Based on 

the results of the study, it can be concluded that the Restaurant Tax and Hotel Tax 

are proven to have a significant effect on PAD, while the Entertainment Tax is 

proven to have no significant effect on PAD.  

Keywords: Local Tax, Hotel Tax, Tax Restaurants, Entertainment Tax, Land Tax 

and Building, Regional Original Tax 
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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,  PAJAK 

HIBURAN, DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Tahun 2017-2021) 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD FATHUR RENALDY 

 

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi DKI Jakarta. Berdasarkan 

target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

2018, pendapatan melalui pajak ditargetkan sebesar Rp38,12 triliun. Awal tahun 

2020 dikejutkan dengan ditemukannya wabah pneumonia baru bernama 

coronavirus 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh coronavirus-2 (SARSCoV2) 

yang bermula di Wuhan, Provinsi Hubei pada awal tahun 2020 yang kemudian 

menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara. Situasi ini berdampak langsung 

pada prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi pandemi Covid-19 yang 

melanda Indonesia khususnya DKI Jakarta berdampak besar pada sektor kritis, 

esensial dan non esensial. Melambatnya roda perekonomian merupakan salah satu 

dampak dari pandemi Covid-19, hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak 

daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah Penerimaan 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Penelitian ini menggunakan teknik studi observasional pada data sekunder. 

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji 

statistik F, uji statistik t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian dengan uji 

statistik t (α = 5%) diperoleh nilai sig variabel Pajak Restoran sebesar 0,003. Nilai 

sig variabel Pajak Hotel sebesar 0,001. Nilai sig variabel pajak hiburan adalah 

0,092. Jika nilai sig lebih besar dari α maka tidak ada pengaruh. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel terbukti 
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berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Pajak Hiburan terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PAD. 

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Bumi dan Bangunan, Pajak Asli Daerah.
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innallaha ma’asshobirin 

“Sesungguhnya Allah Bersama dengan orang-orang yang sabar” 

(Qs. Al Anfal: 46) 

 

 

“The best way to get started is to quit talking and begin doing” 

(Walt Disney) 

 

 

 

 

“Semua permasalahan dalam hidup akan selesai pada akhirnya, walaupun tidak 

dengan cara yang kita inginkan” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pelaksanaan Undang Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah dan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan 

antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang 

administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau yang dikenal sebagai otonomi 

daerah. 

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas 

dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada 

kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan 

peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi 

seperti ini muncul karena pendekatan lain yang juga digunakan dalam 

penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan 

incremental, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variable yang 

bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.  

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk 
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diantaranyal adalahl pajakl daerahl danl retribusi daerahl yang menjadil unsur 

utamal PAD. lSumber-sumber Pendanaanl pelaksanaan Pemerintahl Daerah itul 

sendiri lterdiri latas:  

1. Pendapatanl Asli lDaerah  

a. Hasill Pajak lDaerah  

b. Hasill Retribusi lDaerah  

c. Hasill Perusahaan Milikl Daerah, hasill pengelolaan lkekayaan ldaerah  

d. Pendapatanl Asli Daerahl lain lyang lsah  

2. Danal Perimbanganl  

3. Pinjamanl Daerahl 

4. Pendapatanl daerah lainl yang lsah.  

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah memerlukan 

peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang merupakan 

kewajiban tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2019). 

Padal sumber pendanaanl diatas, pajakl daerah merupakanl salah lsatu komponen 

penyumbangl terbesar dalaml struktur Pendapatanl Asli lDaerah. Pajak Daerahl DKI 

Jakartal terdiri daril 13 jenisl pajak, yaitul Pajak lKendaraan Bermotor, Beal Balik 

Namal Kendaraan Bermotorl (BBN-lKB), Pajak Bahanl Bakar Kendaraanl Bermotor 

(PBBl-KB), Pajakl Penerangan lJalan, Pajak lHotel, Pajak lRestoran, Pajak lHiburan, 

Pajak lParkir, Pajak lReklame, Pajakl Airt lTanah, Pajak Bumil dan Bangunanl 

Perdesaan ldan Perkotaan, Beal Perolehan Hakl Atas Tanahl dan lBangunan, dan 

lPajak Rokok. Hasill dari pembayaranl pajak itul sendiri akanl dikembalikan lkepada 



3 

 

masyarakat dalaml bentuk pembangunanl di daerahl yang dilaksanakanl demi 

lkesejahteraan lmasyarakat.  

Pelaksanaan otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi DKI 

Jakarta didasarkan dengan adanya lUndang-Undangl lNo.8l tahunl 2005 tentangl 

Penetapan Peraturanl Pemerintah Penggantil UU lNo. 3 tahunl 2005 tentangl 

Perubahan Atasl UU lNo.32 tahunl 2004 tentangl Pemerintahan lDaerah. Di dalaml 

UU lNo. 32 Tahunl 2004 tentangl Pemerintahan lDaerah pada pasall 1 ayatl (2) 

disebutkanl secara jelasl bahwa yangl dimaksud ldengan pemerintahan daerahl 

adalah suatul penyelenggaraan ltugas-tugas pemerintahanl oleh pemerintahl daerah 

danl DPRD menurutl asas lotonomi dan tugasl pembantuanl yang dilakukanl dengan 

prinsipl otonomi lseluas-luasnya dalaml sistem danl prinsip Negaral Kesatuan 

Republikl Indonesia sebagaimanal yang dimaksudl dalam lUndangUndang Dasarl 

Negara lRepublik Indonesia tahunl 1945. Pelimpahanl kewenangan otonomil yang 

diberikanl oleh pemerintahl pusat kepadal pemerintah daerahl Kabupaten latau Kota 

berdasarkanl suatu asasl yakni lasas ldesentralisasi. 

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi DKI Jakarta. Berdasarkan 

target yang dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

2018, pemasukan lewat pajak ditargetkan senilai Rp 38,12 triliun. Kondisil 

permasalahanl yang ditemuil dalam pengelolaanl pendapatan daerahl tidak samal 

pada lmasing-masing ldaerah, karena lmenyangkut tersedianya lsumber, tingkat 

kemajuanl serta kemampuanl sumber-sumberl yang lada. 

Dunia dikejutkan dengan penemuan wabah pneumonial barul lyang lbermula daril 

Wuhan, Provinsil Hubei padal awal tahunl 2020l yang lkemudian menyebarl dengan 
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cepatl ke lebihl dari l190 lnegara. Wabah ini dikenal sebagai penyakit coronavirus 

2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh coronavirus-2 (SARSCoV2), yang 

menyebabkan sindrom pernafasan akut yang parah. Epidemi memiliki banyak 

konsekuensi ekonomi dan sosial. Situasi ini berdampak langsung pada prospek 

pertumbuhan ekonomi dunia dan organisasi internasional yang berbeda 

memprediksi bahwa ekonomi dunia 2020 akan mengalami resesi. 

 

Sumber: (Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, 2020) 

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

 

Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk meringankan beban 

masyarakat dengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal. Salah satunya 

dengan memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk melunasi pajak khusunya 

pada saat Pandemi Covid-19, Pada Insentif fiskal dapat berupa keringanan pajak 

dan pembatalan berbagai sanksi administrasi perpajakan. Keringanan pajak 

tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur, salah satunya adalah Peraturan l 

Gubernurl DKIl Jakartal Nomorl 30 lTahun 2020 tentangl pemberian keringananl 
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pokok pajakl dan/ataul penghapusan sanksil administratif tahunl pajak l2020. 

Adapun beberapal jenis pajakl yang diberikanl keringanan danl penghapusan sanksil 

administrasi, yaitul Pajak Bumil Bangunan Perdesaanl Perkotaan (lPBB-P2), Pajakl 

Kendaraan Bermotorl (PKB), Pajakl Bea Balikl Nama Kendaraanl Bermotor 

(lBBNKB), Pajakl Bea Perolehanl Hak Atasl Tanah danl Bangunanl (BPHTB) danl 

pajak lReklame. Hal tersebut membuat pendapatan Daerah Jakara pada triwulan 

III 2020 mengalami pertumbuhan yang lebih dari triwulan II 2020. Tercatat 

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta mengalami perubahan sebersar -24,97% 

pada triwulan III 2020, lebih baik dari pada triwulan II 2020 sebesar -37,24%.  

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terutama DKI Jakarta 

berdampak besar pada sektor kritikal, esensial maupun non-esensial. 

Melambatnya perputaran roda perekonomian menjadi salah satu dampak dari 

terjadinya pandemi Covid-19, hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak 

daerah DKI Jakarta.  

PSBB diterapkan pertama kali pada 10 April, selang sebulan sejak dua kasus 

Covid-19 pertama ditemukan awal Maret. Sejumlah fasilitas umum pun ditutup 

seperti tempat hiburan, kegiatan sekolah dan perkantoran dilakukan dari rumah, 

pembatasan transportasi, dan hanya mengizinkan 11 sektor untuk beroperasi 

selama PSBB. Berdasarkan Pergub 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, 11 

sektor itu adalah kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi 

informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, publik dan industri yang 

ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-

hari. Hal tersebut menyebabkan sulitnya masyarakat lokal maupun internasional 
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untuk memasuki atapun keluar dari wilayah DKI Jakarta, sehingga banyaknya 

tempat hiburan bahkan hotel yang tutup sementara bahkan tutup permanen. 

Masyarakat lokal DKI Jakarta juga sedikit kesulitan keluar rumah hanya untuk 

mecari bahan kebutuhan pokok ataupun bekerja. Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “PENGARUH PAJAK HOTEL PAJAK 

RESTORAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanl uraianl latarl belakangl diatas, makal peneliti lmerumuskan 

permasalahanl dalam penelitianl inil sebagai berikut: 

1. Apakahl Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 

2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 

3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 

4. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan lterhadap Pendapatanl Aslil Daerahl 

(lPAD). 



7 

 

 

4. Untukl mengetahui pengaruhl Pajak Bumil dan Bangunanl Perdesaan ldan 

Perkotaan (lPBB-P2)l terhadap Pendapatanl Asli lDaerah (lPAD). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang 

diharapkan dapat dicapai adalah: 

1. Bagi Pemerintah DKI Jakarta Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam evalusai untuk 

mengembangkan Pajak Daerah DKI Jakarta. 

2. Bagi Universitas Lampung Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi 

perpustakaan Universitas Lampung dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang 

ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak pajak bumi dan bangunan, pajak 

kendaraan bermotor dan pajak lrestoran. 

3. Bagil penelitil Penelitianl inil dapatl digunakan untukl mengembangkan teoril 

yang dil dapat mengenail Pajak Daerahl serta lmenambah pengetahuanl bagi 

lpeneliti. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada 

keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok 

masyarakat (Gray at el, 1996). Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya 

kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, dimana diperlukan 

sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada pada sebuah 

masyarakat. Menurut teori ini, tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai 

aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. 

Dasar pemikiran dalam teori ini adalah entitas atau pemerintah akan terus 

berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa entitas atau 

pemerintah beroperasi untuk tujuan yang sepadan dengan tujuan masyarakat itu 

sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk 

menyakinkan wajib pajak atau pelaku usaha agar mematuhi kebijakan yang telah 

diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan kebijakan dalam bentuk keringanan 

pajak maupun penghapusan sanksi andministrasi dalam upaya meningkatkan 

perputaran roda perekonomian saat pandemi Covid-19. 
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2.2 Teori Kepatuhan 

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu 

kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. 

Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan 

tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak 

untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya.  

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran 

seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan 

pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.  Kesadaran itu sendiri 

merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam 

diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya 

dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan 

melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa 

perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system 

seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar 

Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, 

menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online 

sesuai kebijakan terbaru yang berlaku. 

 

 



10 

 

2.3 Pajak 

Definisi atau pengertian pajak menurutl lProf. lDr. lRochmat lSoemitro, lS.H. adalahl 

iuran rakyatl kepada kasl negara berdasarkanl undang-undangl (yang dapatl 

dipaksakan) denganl tidak mendapatl jasa timball balik (lkontraprestasi) yangl 

langsung dapatl ditunjukkan danl yang digunakanl untuk lmembayar pengeluaran 

umuml (Resmi,2019). 

 

Definisil Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Prepajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Menurut  Resmi (2019) lciri-ciril yangl melekatl padal definisi lpajak : 

1. Pajakl dipungut berdasarkanl atau denganl kekuatan lundang-undang lserta aturan 

lpelaksanaannya. 

2. Dalaml pembayaran pajakl tidak dapatl ditunjukkan ladanya kontraprestasi 

individuall oleh lpemerintah. 

3. Pajakl dipungut olehl negara, baikl pemerintah pusatl maupun lpemerintah 

ldaerah. 

4. Pajakl diperuntukkan bagil pengeluaran-pengeluaranl pemerintah, lyang bila daril 

pemasukkannya masihl terdapat lsurplus, digunakan luntuk membiayail public 

linvestment.  
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Adal 5 teoril pemungutan lpajak, yaitul Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori 

Gaya Pikul, Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), Dan Teori Asas Gaya 

Beli. 

a. Teori Asuransi 

Teoril inil menyatakanl bahwal negaral bertugas untukl melindungi lorang dan segalal 

kepentingannya, meliputil keselamatan danl keamanan ljiwa danl harta lbendanya. 

b. Teori Kepentingan 

Teoril inil awalnyal hanyal memperhatikanl pembagian bebanl pajak yangl harus 

dipungutl dari seluruhl penduduk. Pembagianl beban lini harus didasarkanl atas 

kepentinganl masing-masingl orang dalaml tugas-tugasl pemerintah, termasukl 

perlindungan atasl jiwa lorang-orang litu beserrtal harta lbendanya. 

c. Teori Gaya Pikul 

Teoril inil menyatakanl bahwal dasarl keadilan pemungutanl pajak terletakl pada 

ljasa-jasa yangl diberikan olehl negara lkepada warganya, yaitul perlindungan atasl 

jiwa danl harta lbendanya. 

d. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) 

Berlawanan dengan tiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan 

negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham 

Organische Staatsleer. 

e. Teori Asas Gaya Beli 

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya 

melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar 

keadilannya. 
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2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas desentralisasi.  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah 

terdiri atas : 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain PAD yang sah. 

 

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 
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2.5 Pajak Daerah 

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”. 

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai 

pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran 

pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

2.5.1 Pajak Hotel 

Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010, Pajak Hotel dipungut l atasl 

pelayananl yangl disediakanl oleh hotell dengan lpembayaran, termasuk jasal 

penunjang sebagail kelengkapan lhotel yangl sifatnya memberikanl kemudahan danl 

kenyamanan, ltermasuk fasilitas olahragal dan lhiburan. Hotel adalahl fasilitas 

penyedial jasa lpenginapan/ peristirahatan termasukl jasa terkaitl lainnya ldengan 

dipungut lbayaran, yang mencakupl juga lmotel, losmen, lgubuk pariwisata, wismal 
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pariwisata, lpesanggrahan, rumah lpenginapan, dan lsejenisnya, serta rumahl kos 

denganl jumlah kamarl lebih daril 10 (lsepuluh). 

Adapun Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: 

a. Objek dan Subjek Pajak 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan 

dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Dan Subjek 

Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 

b. Tarif Pajak 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Tarif 

Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 

 

2.5.2 Pajak Restoran 

Berdasarkan Berdasarkan Perdal DKIl Jakartal Nomorl 11l Tahun l2011, Pajak 

Restoranl dipungutl pajakl atasl pelayananl yang disediakanl oleh lrestoran. Restoran 

adalahl fasilitas penyedial makan ldan/ minuman yangl dipungut lbayaran, yang 

mencakupl juga rumahl makan, lkafetaria, kantin, lwarung, bar, danl sejenisnya 

termasukl jasa lboga/ lkatering. 
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Perdal DKI Jakartal Nomor 11l Tahun 2011l juga lmenjelaskan lbahwa : 

a. Objekl dan lSubjek lPajak 

Objekl Pajak Restoranl adalah pelayananl yang disediakanl oleh lrestoran. Pelayanan 

yangl disediakan lrestoran lmeliputi : Pelayananl penjualan makananl dan/ataul 

minuman lyang dikonsumsi olehl pembeli, baikl dikonsumsi ditempatl pelayanan 

maupunl ditempat llain. 

Tidakl termasuk objekl Pajak Restoranl sebagaimana ldimaksud pada angkal (1), 

ladalah:  

1. Pelayananl yang disediakanl restoran ataul rumah makanl yang pengelolaannyal 

satu manajemenl dengan lhotel; 

2. Pelayanannl yang disediakanl oleh restoranl yang lnilai penjualannyal (peredaran 

lusaha) tidak melebihil Rp. l200.000.000l,00 (dual ratus ljuta rupiah) lper ltahun. 

b. Tarifl Pajakl 

Tarifl Pajak Restoranl ditetapkan sebesarl 10 %l (sepuluhl lpersen). 

 

2.5.3 Pajak Hiburan 

Menurutl Perdal DKIl Jakartal Nomorl 13 Tahunl 2010, lsebagaimana telah diubahl 

dengan Peraturanl Daerah Nomorl 3 Tahunl 2015 ltentang Pajak lHiburan. Hiburan 

adalahl semua jenisl tontonan, lpertunjukan, permainan, ldan/atau keramaianl yang 

dinikmatil dengan ldipungut bayaran. Danl Pajak Hiburanl dipungut atasl jasa 

lpenyelenggaraan hiburan denganl dipungut lbayaran.  

Dijelaskanl juga didalaml Perda DKIl Jakarta Nomorl 3 Tahunl 2015 lbahwa : 
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a. Objekl dan lSubjek lPajak 

Objekl Pajak Hiburanl adalah jasal penyelenggaraan hiburanl dengan dipungutl 

bayaran. Dikecualikanl dari objekl Pajak Hiburanl adalah penyelenggaraanl hiburan 

yangl tidak dipungutl bayaran padal acara lpernikahan, upacara ladat, kegiatan 

lkeagamaan, dan pameranl buku. Sedangkanl Subjek Pajakl Hiburan adalahl orang 

pribadil atau lbadan yangl menikmati lhiburan. 

b. Tarifl Pajakl 

Sesuail dengan Perdal DKI Jakartal No.3l tahun 2015l tentang lPajak lHiburan: 

1. Tarifl pajak untukl pertunjukan filml di bioskopl ditetapkan lsebesar l10% 

(sepuluh lpersen). 

2. Tarifl pajak untukl pagelaran lkesenian, musik, taril dan/ataul busana yangl 

berkelas llokal/ tradisional sebesarl 0%l (nol lpersen) 

3. Tarifl pajak untukl pagelaran lkesenian, musik, taril dan/ataul busana yangl 

berkelas nasionall sebesar l5% (lima lpersen) 

4. Tarifl pajak untukl pagelaran lkesenian, musik, taril dan/ataul busana yangl 

berkelas internasionall sebesar l15% (limal belas lpersen) 

5. Tarifl pajak untukl kontes kecantikanl yang berkelasl lokal/ tradisionall sebesarl 

0%l (nol lpersen) 

6. Tarifl pajak untukl kontes kecantikanl yang berkelasl nasional lsebesar l5% (lima 

lpersen) 

7. Tarifl pajak untukl kontes kecantikanl yang berkelasl internasional sebesarl 15% 

(limal belas lpersen) 

8. Tarifl pajak untukl pameran yangl bersifat nonl komersial sebesarl 0%l (nol 

lpersen) 
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9. Tarifl pajak untukl pameran yangl bersifat komersiall sebesar l10% (sepuluh 

lpersen) 

10. Tarifl pajak untukl diskotik, lkaraoke, klab lmalam, pub, lbar, musik hidupl (live 

lmusic), musik denganl disck jockeyl (DJ) danl sejenisnya sebesarl 25% (dual 

puluh llima lpersen) 

11. Tarifl pajak untukl sirkus, lakrobat, dan sulapl yang berkelasl lokal/ tradisionall 

sebesar 0l (nol lpersen) 

12. Tarifl pajak untukl sirkus, lakrobat, dan sulapl yang berkelasl nasional danl 

internasional sebesarl 10l (sepuluh lpersen) 

13. Tarifl pajak untukl permainan lbilyar, bowling sebesarl 10%(sepuluhl lpersen) 

14. Tarifl pajak untukl pacuan kudal yang berkelasl lokal/ ltradisional sebesar l5% 

(lima lpersen) 

15. Tarifl pajak untukl pacuan kudal yang berkelasl nasional ldan internasional 

sebesarl 15% (limal belas lpersen) 

16. Tarifl pajak untukl pacuan kendaraanl bermotor sebesarl 15% (limal belas 

lpersen) 

17. Tarifl pajak untukl permainan ketangkasanl sebesar l10% (sepuluh lpersen) 

18. Tarifl pajak untukl panti lpijat, mandi luap, dan spal sebesar l35% (tiga puluhl 

lima lpersen) 

19. Tarifl pajak untukl refleksi danl pusat lkebugaran/fitness centerl sebesar l10% 

(sepuluh lpersen) 

20. Tari 
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2.5.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan 

Bumi dan/atau Bangunan. 

Perda DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa : 

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalahl Bumil 

ldan/ataul Bangunanl yang ldimiliki, dikuasai, ldan/atau dimanfaatkanl oleh orangl 

pribadi ataul Badan, lkecuali kawasan yangl digunakan untukl kegiatan usahal 

perkebunan, lperhutanan, dan lpertambangan. 

Subjekl Pajak Bumil dan Bangunanl Perdesaan danl Perkotaan adalahl orang 

pribadil atau Badanl yang secaral nyata lmempunyai suatu hakl atau Bumil 

dan/ataul memperoleh manfaatl atas lBumi, dan/ataul memiliki, lmenguasai 

dan/ataul memperoleh lmanfaat atas lBangunan. 

b. Tarifl Pajakl 

Tarifl Pajak Bumil dan Bangunanl Perdesaan danl Perkotaan ditetapkanl sebagai 

lberikut : 

1. lTarif l0,01% (noll koma noll satu lpersen) untuk Nilail Jual Objekl Pajak Tanahl 

dan/ataul Bangunan kurangl dari lRp.200.000l.000,- (dual ratus ljuta lrupiah); 

2. lTarif l0,1% (noll koma satul persen) untukl Nilai Juall Objek Pajakl Tanah 

ldan/atau Bangunanl Rp. l200.000.000l,- (dual ratus jutal rupiah) sampail dengan 

kurangl dari lRp.2.000l.000.000l. (dual miliar lrupiah); 
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3. Tarifl 0,2%l (nol komal dua lpersen) untuk Nilail Jual lObjek Pajak Tanahl 

dan/ataul Bangunan lRp.2.000l.000.000l.- (dual miliar lrupiah) sampai denganl 

kurang ldari lRp.10.000l.000.000l.- (sepuluhl miliar lrupiah); 

4. lTarif 0,3%l (noll koma tigal persen) untukl Nilai Juall Objek Pajakl Tanah 

ldan/atau Bangunanl lRp.10.000l.000.000l,- (sepuluhl miliar lrupiah) atau llebih. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Pajak Daerah telah banyak dilakukan, seperti pajak hotel dan 

restoran. Namun, belum banyak penelitian yang meneliti 4 jenis pajak daerah 

secara bersamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fuad pada tahun 2020 

mengenai pajak hotel dan restoran, dengan judul “Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Semarang dan Beberapa Faktor yang Memepengaruhinya”. Variabel dependen 

yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah, sedangkan variabel 

independennya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak 

Penerangan Jalan.  

Pajak Hiburan sudah dilakukan Aisah Gita Mustikawati pada tahun 2018, dengan 

judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Taman Wisata Candi 

Borobudur Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Studi kasus dilakukan di Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Magelang. 

Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Magelang, sedangkan variabel independennya adalah Pajak Hiburan Taman 

Wisata Candi Borobudur.  
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Identifikasi 

Variabel 
Hasil Penelitian 

1 Pendapatanl Aslil 

Daerahl dil Kotal 

Semarang danl Beberapa 

lFaktor yang 

Memepengaruhinyal 

Khoirul Fuad 

(2020) 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah Jawa 

Tengah 

 

Variabel 

Independen: Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak 

Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan. 

 

Menggunakan. 

analisis Regresi 

Linier Berganda 

Pajak hotel 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah. 

 

Pajak restoran 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah. 

 

Pajak reklame 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah. 

 

Pajak penerangan 

jalan berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan asli 

daerah. 

2 Analisis Kontribusi 

Penerimaan Pajak 

Hiburan Taman Wisata 

Candi Borobudur 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

Aisah Gita 

Mustikawati 

(2018) 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Magelang 

Variabel 

Independen: Pajak 

Hiburan 

 

Menggunakan. 

analisis deskriptif  

Kontribusi realisasi 

Pajak hiburan 

berpengaruh rata-

rata sebesar 0,41% 

terhadap PAD 

Kabupaten 

Magelang 

3 Pengaruh Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan Dan Pajak 

Bumi Dan Bangunan 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota 

Yogyakarta 

Sukmanaphasy 

Pamungkas 

(2018) 

Variabel 

Independen: Beal 

Perolehanl Hakl 

Atasl Tanahl dan 

BAngunanl 

(BPHTB), ldan 

Pajak lBumi dan 

Bangunanl 

Tidak terdapat 

pengaruh Bea 

Perolehan Hak Atas 

Tanah dan 

Bangunan terhadap 

PAD kota 

Yogyakarta.  
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Menggunakan. 

analisis deskriptif 

kuantitatif 

Terdapat pengaruh 

positif signifikan 

Pajak bumi 

bangunan terhadap 

PAD kota 

Yogyakarta. 

Sumber: (Data diolah, 2022) 

2.7 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa peneliti terdahulu yang dikumpulkan, 

peneliti melakukan analisis penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta untuk 

mengetahui apakah terdapat perubahan Penerimaan Pajak Daerah DKI Sebelum 

dan pada saat pandemi Covid-19. Maka dibuat kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

                             Sumber: (Data diolah, 2022) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Pendapatanl Aslil
Daerahl (Y)

lPajak lHotel(X1)

Pajakl Restoranl (X2)

Pajakl Hiburanl (X3)

Pajakl Bumil danl lBangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 

(X4)
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2.8 Pengembangan Hipotesis 

Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku 

yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban 

perpajakannya yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu 

motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik 

yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat 

pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. 

2.8.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Khoirul (2018) pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, yang berarti sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. 

Jumlah hotel yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah akan 

membuat penerimaan pajak hotel meningkat sehingga akan membantu tercapainya 

pendapatan asli daerah disuatu daerah tersebut. tersebut. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan kesadaran wajib pajak, yang sadar pajak akan membayar pajak guna untuk 

keberlangsungan hidup negara dan sebaliknya. Kesadaran pemilik hotel dalam 

membayarkan pajaknya akan membantu tercapainya penerimaan pendapatan asli 

daerah di suatu daerah tersebut. maan pendapatan asli daerah di suatu daerah 

tersebut.  

Penelitian ini sejalan dengan Fikri (2017) yang menyatakan bahwa pajak hotel 

memiliki efek positif dengan pendapatan asli daerah. Keberadaan hotel yang terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya di jawa tengah, hal tersebut akan 

mengakibatkan pajak hotel juga akan meningkat sehingga ketika hotel semakin 
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berkembang maka hal tersebut dapat menambah pendapatan asli daerah ataudapat 

membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.Berdasarkan teori dan hasil 

penelitian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan : 

H1:   Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) DKI Jakarta. 

2.8.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Khoirul (2018) yang menyatakan pajak restoran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang berarti sesuai dengan hipotesis 

yang dikembangkan. Hasil penerimaan pajak restoran dapat meningkat didukung 

dengan tingkat pertumbuhan restoran dan perilaku kesadaran wajib pajak untuk 

membayar pajak secara tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan hidup suatu daerah atau negara yang dalam hal ini pendapatan 

asli daerah. Hal ini memberikan arti bahwa pajak daerah dapat menentukkan 

berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam mencapai target pendapatan asli 

daerahnya dapat dilihat dari besar kecilnya penerimaan pajak daerah setiap 

tahunnya.  

Pernyataan tersebut didukung juga oleh Eka (2022) yang menyatakan pajak 

restoran memiliki hubungan yang kuat dan searah terhadap pendapatan asli daerah 

provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat pada hasil nilai r sebesar 0,970 yang 

artinya semakin mendekati angka 1 maka Penerimaan Pajak Restoran memiliki 

hubungan yang sangat kuat dan searah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

DKI. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang 

diusulkan : 
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H2: Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) DKI Jakarta. 

 

2.8.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Saputri (2020) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui 

analisis kuantitatif, menunjukan bahwa variabel independen (pajak hiburan) dan 

variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Hal ini dibuktikan dari 

hasil pengujian uji t menunjukan bahwa pendapatan pajak hotel memiliki nilai 

thitung 1.887 lebih besar dari t tabel 1.6923 dan nilai signifikan thitung 0.069 > 

0.05 maka dapat di simpulkan pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tahun 2016-2018.  

Menurut Aisah (2018) kontribusi realisasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh rata-rata sebesar 0,41% terhadap PAD Kabupaten 

Magelang. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang 

diusulkan : 

H3:   Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) DKI Jakarta. 

2.8.4 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Hasil dari penelitian Samanto (2018) menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan 

pemungutan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten 
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ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan pendapatan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga 

diharapkan dari pendapatan pajak daerah yang semakin meningkat akan 

meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten. 

Hal tersebut juga terdukung oleh penelitian dari Sukmanaphasy (2018) Terdapat 

pengaruh positif signifikan Pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta. 

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak yang akan dimaksimalkan oleh 

pemerintah daerah agar dapat berkontribusi terhadap pajak daerah dan tentunya 

dapat meningkatkan PAD kota Yogyakarta. Berdasarkan teori dan hasil penelitian 

tersebut, maka hipotesis yang diusulkan : 

H4:   Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan 

dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif 

yaitu data berupa angka-angka dan dapat diukur serta diuji dengan metode 

statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder 

yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2020. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari laporan penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode 

dokumentasi, yaitu suatu metode kegiatan mengumpulkan, mencatat dan mengkaji 

dokumen tentang data penerimaan pajak DKI Jakarta. Data sekunder yang 

dikumpulkan berasal dari Badan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Analisis Metodel analisisl datal yangl digunakanl pada penelitianl ini adalahl uji beda 

dua rata-rata untuk menganalisis penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta sebelum 

dan sesudah pandemi Covid-19. Uji beda dua rata-rata adalah pengujian yang 
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digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada satu sampel 

yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana & Mawardi, 

2012). Uji beda rata-rata yang digunakan adalah uji beda Paired Sample T-Test 

apabila data berdistribusi normal, dan uji beda Wilcoxon Signed Rank apabila 

data tidak berdistribusi normal.  

 

3.3.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan kumpulan kegiatan yang mencakup tentang 

pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk yang baik 

(Syamsudin, 2002). Menurut Ghazali (2013) statistik deskriptif akan memberikan 

gambar/deskripsi suatu data yang terlihat dari nilai rata-rata (Mean), maksimum, 

minimum, standar deviasi, varian, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi). 

 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.3.2.1 Uji Normalitas  

Widhiarso (2017) menjelaskan uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk 

mengukur apakah data yang kita miliki terdistribusi normal atau tidak, sehingga 

dapat digunakan dalam statistic parametric (statistic inferensial). Namun apabila 

data tidak terdistribusi normal, maka tidak dapat menggunakan analisis parametrik 

tetapi menggunakan analisis non-parametrik. Untuk mendeteksi normalitas data 

dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Menurut Oktaviani & Notobroto (2014) menyebutkan bahwa uji normalitas yang 

efisien untuk data yang lebih dari lima puluh adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 
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Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya dengan membandingkan 

Asymptotic Significance dengan α = 0,05. Dasar penarikan simpulannya adalah 

data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic Significance-nya 

>0,05. 

 

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolonieritas dalam model regrsi adalah nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF) menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.  

 

3.3.2.3 Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan ketidaksamaan 

variance dari residual antar pengamatan. Pengujian heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji park.  

 

3.3.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Singgih Santoso (2012:241), “tujuan uji autokorelasi adalah untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya)”. Autokorelasil padal sebagianl besarl kasusl ditemukan padal regresi 

yangl datanya adalahl time lseries, atau berdasarkanl waktu lberkala, seperti 
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lbulanan, tahunan, danl seterusnya, karenal itu ciril khusus ujil ini adalahl waktul 

(Santoso, 2012:241).  

Untukl mendeteksil gejalal autokorelasil dapatl menggunakan luji Durbin-Watsonl 

(D-lW). Pengambilanl keputusanada ltidaknya autokorelasi dapatl dilihat daril 

ketentuan berikutl (Santoso, 2012: 242): 

1. Bilal nilail lD-Wl terletakl dibawah -2l berarti adal autokorelasi lpositif.  

2. Bilal nilai lD-W terletakl diantara -2l sampai +2l berarti ltidak ada lautokorelasi. 

3. Bilal nilai lD-W terletakl diatas +2l berarti adal autokoreasi lnegatif. 

 

3.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Analisis regresi linear berganda 

Analisisl regresil linierl bergandal Analisisl regresi linearl berganda merupakanl 

hubungan secaral linear antaral dua ataul lebih lvariabel independen. Analisisl ini 

digunakanl untuk mengetahuil arah lhubungan antara variabell independen denganl 

variabel ldependen. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan 

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,  pajak lbumi 

danl bangunanl perdesaanl danl perkotaan terhadapl Pendapatan lAsli Daerahl (PAD).   

 

Adapun model regresi adalah sebagai berikut :  

Y = 𝛼0 + 𝛽1X1𝑖𝑡+ 𝛽2X2𝑖𝑡 + 𝛽3X3𝑖𝑡 + e 

Y : Pendapatan Asli Daerah 

𝛼0 : Konstanta 

𝛽1 𝛽2 𝛽3: Koefisien Regresi 

X1 :  Pajak Hotel 
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X2 : Pajak Restoran 

X3 : Pajak Hiburan 

X4 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2016:95) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R2 dapat dilihat pada tabel model 

summary. Nilai koefisien determinasi berkisar 0 ≤ R2 ≤ 1, dimana: (1) Jika R2 = 

0, berarti model regresi yang terbentuk tidak tepat dalam meramalkan variabel Y 

(2) Jika R2 = 1, berarti model regresi yang terbentuk dapat meramalkan variabel 

Y dengan baik.56 

Uji Koefisien Determinan merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varians dari variabel 

dependen. Koefisien determinasi (R2 ) pada regresi linier sering diartikan sebagai 

seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan 

varians dari variabel dependennya. Secara sederhana, koefisien determinasi 

dihitung dengan menguadratkan Koefisien Korelasi (R).  

Nilai koefisien determinasi (R2 ) adalah antara 0 sampai dengan 1. Apabila angka 

koefisien determinasi semakin mendekati 1, makapengaruh variabel independen 
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terhadap variabel dependen semakin kuat, yang berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil menunjukkan 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model, maka gunakan 

nilai Adjusted R 2 . 

 Interpretasinya sama dengan R2 , akan tetapi nilai Adjusted R 2 dapat naik atau 

turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara 

variabel independen tambahan tersebut dengan variabel dependennya. Nilai 

Adjusted R 2 dapat bernilai negatif sehingga jika nilainya negatif maka nilai 

tersebut dianggap 0 atau variabel 62 independen sama sekali tidak mampu 

menjelaskan varians dari variabel dependennya. 

 

3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan untuk menguji semua variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersamaan. Pada dasarnya uji statistik F digunakan untuk 

menguji apakah model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Derajat 

kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika angka signifikansi < 0,05, maka 

hubungan variabel independen terhadap variabel dependen signifikan dan model 

penelitian diterima. Jika angka signifikansi > 0,05, maka hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen tidak signifikan dan model penelitian 

ditolak. 
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3.4.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujianl inil bertujuanl untukl mengetahuil seberapa jauhl pengaruh satul variable 

independenl secara individuall dalam lmenerangkan variasi variabell dependenl 

(Ghozali, 2016). lKriteria lpenerimaan ldan penolakanl hipotesis ladalah: 

1. Jikal t hitungl > tl tabel, makal Ho diterimal (adal pengaruh lsignifikan) 

2. Jikal t lhitung < tl tabel, makal Ho ditolakl (tidakl ada lpengaruh)  

Berdasarkanl dasar lsignifikansi, kriterianya ladalah : 

1. Jikal signifikansil > l0,05 makal Ho lditolak 

2. Jikal signifikansil < l0,05 makal Ho lditerima 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada laporan keuangan pemerintah 

DKI Jakarta Tahun 2017-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pajak Hotel (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  Selain karena terjadinya pandemic covid-19 ialah terdapat 

persaingan antara sektor perhotelan dengan bisnis operator hotel berbasis 

daring, seperti OYO dan RedDoorz. Kedua contoh perusahaan tersebut 

menunjukkan persaingan pelaku bisnis perhotelan sebagai menggabungkan 

bisnis akomodasi dengan indekos, yang mempengaruhi industri perhotelan. 

Kemudian dikarenakan Penerimaan Asli Daerah (PAD) didominasi oleh 

penerimaan pajak dari sektor lain yang mengalami peningkatan lebih besar dari 

Pajak Hotel. 

2. Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (Y). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada saat 

pemberlakuan PSBB restoran tetap buka dengan kapasitas yang lebih sedikit 

dibanding hari normal dan pemesanan makanan berbasis online. Banyak 

restoran yang tersebar di berbagai penjuru DKI Jakarta, dan tingginya tingkat 

pertumbuhan restoran dapat menjadi potensi untuk meningkatkan prosentase 

penerimaan pendapatan asli daerah. 
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3. Pajak Hiburan (X3) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani 

menyebutkan, 20 persen dari total 1.150 tempat hiburan terpaksa gulung tikar 

akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. 

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). hal tersebut dikarenakan 

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga tidak dipengaruhi oleh penghasilan 

wajib pajak pribadi atau badan pada saat pandemic covid-19. 

 

5. Pemerintah DKI Jakarta sudah sangat cepat dan tepat dalam mengambil sikap 

terhadap situasi dan kondisi yang berbeda dari biasanya. Hal tersebut bisa 

dilihat pada data tahun 2021 PAD DKI Jakarta sedikit membaik dibandingkan 

pada saat awal terjadinya pandemi covid-19. Dan berkat digitalisasi yang 

dilakukan Pemda DKI Jakarta, maka seluruh wajib pajak DKI Jakarta dapat 

merasakan keringanan yang diberikan secara otomatis dan tanpa terkecuali 

sesuai Pergub yang berlaku.  

5.2. Keterbatasan Peneliti 

Peneletian ini hanya membahas secara umum dan keseluruhan 4 pajak daerah dari 

tahun 2017- 2021 dan tidak membandingkan secara langsung pada saat sebelum 

dan pada saat terjadinya pandemi covid-19. 
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5.3. Saran 

5.3.1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

1. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan tidak hanya mengambil kebijakan yang 

memperingan beban masyarakat namun juga harus meningkatan perekonomian 

masyarakat sehingga perputaran perekonomian berjalan normal sehingga 

jumlah pajak yang diperoleh dapat kembali normal bahkan meningkat dari 

tahun sebelumnya terutama pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan 

dan Pajak PBB-P2 yang terdampak langsung pandemic Covid-19. 

2. Menyelesaikan permasalahan lainnya, seperti di sector perhotelan yang 

membuat wajib pajak hotel kesulitan dalam membayar pajak hotel ialah adanya 

persaingan antara sektor perhotelan dengan bisnis operator hotel berbasis 

daring, seperti OYO dan RedDoorz, pemerintah harus membuat 

regulasi khusus terkait dengan usaha baru berbasis indekos guna untuk 

memberikan keadilan perpajakan bagin iklim usaha akomodasi. 

 

 

5.2.2. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadari masih banyak terdapat beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Penelitian ini hanya terdapat pada periode tahun 2017-2021 saja, tidak 

mencangkup tahun 2022, dikarenakan pihak terkait belum menyediakan atau 

mempublikasikan data tersebut. 

 

2. Penelitian ini hanya memberikan gambaran umum tentang pengaruh pajak 

terhadap pendapatan asli daerah, dan tidak memberikan penjelasan yang detail 

terkait terjadinya kenaikan atau penurunan nilai data yang tersedia serta factor-

faktor yang mempengaruhinya. 
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